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| BUPATI BOMBANA
%PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
2 NOMOR |4 TAHUN 2018

| TENTANG
| PAJAK SARANG BURUNG WALET
DE?)NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
& BUPATI BOMBANA,

Menimbang bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan | pemerintahan daerah dalam rangka
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mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b bahwa usahai sarang burung walet terus mengalami
J perkembanga,;h, sehingga merupakan sumber
‘ pendapatan dl@erah yang sangat potensial;
| ¢. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 95
& ayat (1) Undaihg—undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang
| Burung Waletiditetapkan dengan Peraturan Daerah;
( ql bahwa berﬂasarkan pertimbangan  sebagaimana
| dimaksud da[am huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
7 menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang
) ‘ Burung Walet;
Mengingat ;| 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tal'pun 1945;
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
l

2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana,
& Kabupaten \EIEakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di
* . Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
, Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
5 1 Lembaran Republik Indonesia Nomor 4339);
a3‘ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimay
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telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Norr:hor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undané—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaha.!n Daerah (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repuﬁ)hk Indonesia Nomor 5679);

| Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
| dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG
| BURUNG WALET

| BAB I
KETENTUAN UMUM
| Pasal 1

@

Dalam Peraturan f)aerah ini yang Edimaksud dengan :

1. Daerah ada,lah Kabupaten Bormz’bana i

2. Pemerintah | Daerah adalaﬂ Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemermtahan Daerah yang mdmunpm pelaksanaan urusan pemerintahan
yang men;adl kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupatl Bombana

4. Wilayah Daerah adalah Wﬂayaﬂ Kabupaten Bombana.

5. Pejabat adalah Pegawai yang ;dlben tugas tertentu dibidang Perpajakan
Daerah sesua1 dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pexpggsahaan sarang iburlmg walet.

¥ i Pengambilan; sérang burung d!falet adalah kegiatan pengambilan sarang
burung walct yang berasal darl burung walet alam yang dilakukan oleh
orang pnbad1 atau badan. |

8. Pengusahaan sara_ng burung walet adalah kegiatan pemanfaatan
sarang burung walet yang berasal dari pengusahaan burung walet yang
dilakukan olqh prang pribadi atau badan. / ,
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. Burung WaIet adalah satwa

collocalia ﬁiciiaphaga, collocalia
linchi.

yang termasuk marga collocalia, yaitu

maxina, collocalia esculanta, dan collocalia

Sarang Bumng Walet yang selanjutnya disebut sarang walet

adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang

berfungsi sebaga_l tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan

membesa_rkan ana.k burung walet dan apabila dikonsumsi memerlukan

proses lebih };an_]ut atau merupakan produk pangan belum siap saji.

Subjek Pa_;ak adalah orang pnbad1 atau Badan yang dapat dikenakan

pajak. |

Wajib Pajak eidalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar

pajak, pemot;orﬁg pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban p¢rpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undang perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka Waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghxtung, menyetor, ¢ ian melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajakz adalah jangka waktu yang lamanya 1 (tahun) kalender,
kecuali bila Wapb Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama

dengan tahuxi ksgalender.
Hari adalah hari kerja.

Pajak yang tej:rﬁutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dalam masa fpa‘jak dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

Pemungutan | ?adalah suatu |

rangkaian  kegiatan

mulai

dengan

penghimpunain jdata objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya

pajak yang te;"uiang sampai kegiatan penagihan utang pajak kepada Wajib

Pajak serta pengawasan penyetorannya.
Surat Pembentahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajlb Pajak digunakan untuk melaporkan

penghi.tungaﬁ dan/ atau pcmbayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

objek pajak, | dan /atau harta |dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang~undangan perpajakan daerah.
Surat Setora.n Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
surat yang oléh Wajib Pajak dxgunakan untuk melakukan pembayaran

atau penyeto;ran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat

pembayaran lam yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah | Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapap pajak yang menentukan besarnya jumlah
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23.

24.

29.

26.

27.

28.

pokok pajaké jiilmlah kredit paljak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besar#lyé sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus

dibayar. |
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah isurat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas Jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, ada]ah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari
pajak yang terdtang atau sehar‘usnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daera.l'i Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pa}ai;
Surat Tag::han Pa_;ak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan /atau denda. |
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi yang selanjutnya
disebut msenuf adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan
pajak dan rembum
Organisasi Perangkat Daerah | ya.ng selanjutnya disingkat OPD adalah
dinas/badan / Iembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan
pemungutan pa_;ak dan rembusi.
Penyidik adalah Penyidik I_Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kab.upaten Bombania.

Kas Daerah adalah Kas Daerah i(abupaten Bombana

< BAB II
NAMA OBYEK SUBYEK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 2
(1) Dengan nama Pajak Sardng Burung Walet dipungut pajak atas
kegiatan perggambﬂan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
(2) Obyek Pa]ak Sarang Buruhg Walet adalah pengambilan dan/atau
pengusahéaah Sarang Burung Walet.

(3) Tidak termasuk objek pa_}ak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah pcngambllan Sarang Burung Walet yang telah diken 'M,
penenmaan negara bukan pa_}ak
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(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan
yang mc%akukan pengambllan dan/atau pengusahaan Sarang Burung

Walet.

(2) Wajib Pa;jak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan

yang me];akukan pengambﬂan dan/atau pengusahaan Sarang Burung

Walet.

i Pasal 4

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

]

. BABIII

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pehg%:naan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang

Burung Waiet.

(2) Nilai jual Sﬁrmg Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung Ebeérdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang

Burung Waflet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung

Walet.

. Pasal 6

Tarif Pajak Sarang Burung Waln;t ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Besaran pajak yang terutang

pengenaan pajak sebagalmana

- Pasal 7
dihitung dengan cara mengalikan dasar
dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif pajak

sebagalmana d.1maksud dalam Pasal 6.

|

BAB IV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pajak Sarané Burung Walet di
kalender.

PAJAK DAERAH

| Pasal 8

ikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bul b
_ d)




b ~ Pasal 9
Pajak terutail'lg dalam masa pctjak Sarang Burung Walet terjadi pada saat

pengambllan dian /atau pengus}ahaan Sarang Burung Walet.
Pasal 10
(1) Setiap WaJIb pajak yang melakukan pengambilan dan/atau

pengusahaan Sarang Burung Walet, wajib mengisi SPTPD .

(2) SPTPD s&bagannana dlmak,sud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta dxtandatangam oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) Daftar Jumlah pungutan Pa_’ak Sarang Burung Walet merupakan SPTPD.

(4) SPTPD scbagmmana dlmaksud pada ayat (1), harus disampaikan
kepada OPD paling lama |15 (ima belas) hari setelah berakhirnya
masa pajak

(5) Ketenman mengcneu bcntn.q( isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur
dalam Peraturan Bupati.

 BAB V
PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Wajib Pa_]ak memenuhL kewajiban perpajakan sendiri yang
dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

(2) Ketentuan ‘mengenai bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPTPD,
SKPDKB dan/atau SKPDKBT diatur dalam Peraturan Bupati.

L Pasal 12
(1) SPTPD ﬁe’jbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan untuk
menghiizuﬁg, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak yang
temtmg. 1
(2) Dalam | jangka waktu 5| (lima) tahun sesudah saat terutangnya
pajak, Buf:ati dapat menerbitkan :
a. SKPDKB jika : |
1. bé:rciasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 7
(tujllzh) hari dan| setelah ditegur secara tertulis tidak
dl,sampalkan pada waktunya sebagaimana ditentukan dal
surat teguran; atau |
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3. kcwajlban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang

d1h1tung secara jabatan
b. SKPDKBT jika d1ten|1ukan data baru dan/atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah

pajak yang terutang;

SKPpN, jika jumlah

dengan jumlah kredit
ada kredit pajak.

pajak yang terutang sama besarnya

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak

(3) Sanksi administratif diberikan jika :

a.

(1) Pembayaran Pajak Sarang Bi
sekahgus atau lunas.

jumlah kekurangan

pajak yang terutang dalam SKPDKB

sebiagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, angka 1

dan angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa bunga

seb%esar 2% (dua perscén) sebulan dihitung dari pajak yang kurang

ataﬁ terlambat dibayz
puluh empat) bulan di
jurr;llah kekurangan

ir untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
thitung sejak saat terutangnya pajak;
' pajak yang terutang dalam SKPDKBT

sebiag@imana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, dikenakan

sarﬁksi administratif
perSem) dari jumlah ke

|
‘berupa kenaikan sebesar 100% (seratus

kurangan pajak tersebut;

kenmkan sebagazman;a dimaksud pada huruf b tidak dikenakan
J1ka Wa_]lb Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan

perﬂeﬂksaan, dan

jumlah pajak yang|

terutang dalam SKPDKB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) angka 3, dikenakan sanksi

adrmr istratif berupa

kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima

persem) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa

bunga sebesar 2% (du

la persen) sebulan dihitung dari pajak yang

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 i(dua puluh empa,t) bulan dihitung sejak saat terutangnya

pajak,

. BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

{

Pasal 13

urung Walet yang terutang harus dil lh
S




(2) Pajak Sarang Burung Walet

dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari

setelah saat terutangnya pagak yang merupakan tanggal jatuh tempo

bagi wajib pajak untuk melunasi pajaknya.

(3) SKPDKGB, SKPDKBT STPD

, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah

pajak yang harus dibayar bei'tambah merupakan dasar penagihan pajak
dan harus dlLuna81 dalam _]angka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak

tanggal d1terb1tkan
(4) Bupati atqs _permohonan W
kepada Wa_]lb Pajak untuk
pajak deng,fané dikenakan bunj
memenubhi %pef;'syaratan yang c
(5) Ketentuan ?mif:ngenai syarat ¢
angsuran sfebjagaimana dimal

Bupati.

(1) Pembayara;n iPajak Sarang B
tempat lam yang ditunjuk ole

ajib Pajak dapat memberikan persetujuan
‘mengangsur atau menunda pembayaran
ga sebesar 2% (dua persen) sebulan, setelah
litentukan.

lan tata cara pembayaran serta penundaan
ksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan

- Pasal 14
urung Walet dilakukan di Kas Daerah atau
h Bupati.

(2) Apabila pc;emi‘tJayaran pajak

dilakukan di tempat lain yang ditunjuk,

pajak hanés disetor ke Kas [;)aerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam
waktu yané ditentukan oleh ﬁupati

(3) Pembayaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dllakukan dengan menggunakan SSPD.

4) Ketentuan: n;engenau bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian

SSPD diatljlr dalam Peraturan

(1) Setiap pernbayaran pajak
diberikan tanda bukti pembay
(2) Ketentuan hléngenai bentuk,

dan bukti petllerimaan pajak

'sebagaimana dimaksud pada ayat

1 Bupati.

- Pasal 15

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
raran dan dicatat dalam buku penerimaan.

jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran

(1)

diatur dalam Peraturan Bupaii;i.




(1) Bupati daipaj\t menerbitkan S
a. pajak dallam tahun berjal

b. dari - hasil

pembéyaran sebagai al

dan/ agcau

c. WajibE pajak dikenakan

dan/ atau denda.

pene

' BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

| Pasal 16

TPD jika :
lan tidak atau kurang bayar;
litian SPTPD terdapat  kekurangan

kibat salah tulis dan/atau salah hitung;

sanksi administratif berupa bunga

(2) Jumlah kekurangan paJak yang terutang dalam STPD sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1) hqruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
adxmmstrat:lf berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan

untuk pa]mg lama 15 (lima

belas] bulan sejak saat terutangnya pajak.

. Pasal 17

(1) Penagihan Pa_]ak Sarang Burung Walet yang terutang didahului dengan

surat teguran surat permgatgn atau surat lain yang sejenis.

(2) Surat teguran, surat penngatan atau surat lain yang sejenis sebagai
awal Undakan pelaksanaan penaglhan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari

sejak _]atuh: td;npo pembayaran

(3) Apabila daﬂam waktu 7 (tuj
surat penmgatan atau surat
pada ayat‘ (2), Pajak Sara
dilunasi dapat diberikan sura

(4) Dalam 3angka waktu 7 (tujul
sebagmmana dimaksud pada
yang temtpng.

(5) Surat teguran atau surat lais

uh) hari setelah diberikan surat teguran,
lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
ng Burung Walet yang terutang belum
t teguran kedua.

h) hari setelah tanggal surat teguran kedua
ayat (3), wajib pajak harus melunasi pajak

n yang sejenis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dik?eluarkan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

(6) Ketentuané mengenai bentuk,

peringatani atau surat

Bupati.

(1) Pajak Sarang Burung Walet

1

jenis dan isi surat teguran, surat

lain yang sejenis diatur dalam Peraturan

. Pasal 18
yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Ke

putusan Pembetulan, Surat Keputusan




|

Keberatan dan Putusan Barqdmg yang tidak atau kurang dibayar oleh
Wajib Pa_lak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

(2) Bupati menerb1tkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh
satu) hari se_]ak tanggal Surat Peringatan.

(3) Penaglhan% Qa_]ak dengan Isurat paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan I%eléundang-undang:an.

(4) Ketentuan ém%:ngenai bentuk, isi dan tata cara penagihan diatur dalam

Peraturan Bupati.

| Pasal 19
Bupati menerbitkan surat pcrn'itah melaksanakan penyitaan apabila pajak
yang harus dibayar tidak dilunai.@si dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah

tanggal pembczritahuan surat pa%:sa.

| | Pasal 20

Bupati men@..]ukan penmntaan penetapan tanggal pelelangan kepada
Kantor Lelang Negara, setelah qllakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum
juga melunasn utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
pelaksanaan $urat perintah meléaksanakan penyitaan.

| Pasal 21
Setelah Kantor Lelang menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan | lelang, juru smi memberitahukan dengan segera secara
tertulis kepada Wa_ub Pajak.

L | BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

|  Pasal 22
(1) Bupati me)afui Pejabat atau; atas permohonan Wajib Pajak dapat :
a. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, STPD yang penerbitannya
terdapait léesalahan tulis, i{esalahan hitung dan atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan perdndang~undangan perpajakan daerah ;

b. membata]kan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

dan
c. mengurangkan atau m¢nghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda dan kenaﬂcan pajak yang terutang dalam hal san7 w

1

]

|




tersebut dmkenakan karena kelalaian wajib pajak atau bukan karena

kesalahannya

(2) Permohona;n | pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapus;ang atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB,

SKPDKBT dan STPD sebaéaimana dimaksud pada ayat (1) harus

d1sampa1kan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati melalui

Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima
SKPDKB, SKPDKBT dan STPI,) dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati pali;ngr lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana

dimaksud ﬁ)ada ayat (2) dlterlma, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat walktuE 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Bupan tidak memberlkan keputusan, permohonan pembetulan,
pembatalam, pengurangan katetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi admlmstrauf d1anggap dikabulkan.

. ‘ - Pasal 23

(1) Dalam hal %kéberatan wajib p&jak sebagaimana dimaksud Pasal 22 ditolak
atau dikai:uflkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif
berupa dc%ncia sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak

berdasarkén? keputusan kebioératan dikurangi dengan pajak yang telah
dibayar seé:eﬁ.un mengajukaﬂ' keberatan.

(2) Dalam hal Wa_]lb pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
admmlstratlf berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan.

(3) Dalam hal;permohonan banclhng ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikehai sanksi adminii{stratif berupa denda sebesar 100% (seratus
persen) dan jumlah pajakl berdasarkan putusan banding dikurangi
pembayarz%n pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING
E!}agian Kesatu

Keberatan
' Pasal 24
(1) Wajib Pa,’ak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati ata %
suatu: - /
a. SKPDKB,

b. SKPDKBT;

{
|
{
|




e SKPDLBﬁ-
d. SKPDN; dan

e pemotpnugan atau pemi
ketentuan peraturan per

(2) Permohonan keberatan

.mgutan oleh pihak ketiga berdasarkan
undang-undangan perpajakan daerah.

sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

harus dzsampa;kan secarei tertulis dalam Bahasa Indonesia paling

lama 3 (tlga) bulan sejak

tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan

SKPDN dltenma oleh Wa_]lb Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
dapat menun_]ukkan bahiwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi

karena kaadaan di luar kek

(3) Keberata_n . yang
dimaksu(ii f)ada ayat (1)

Surat Kébéram sehingga

(4) Tanda perierimaan surat |

atau pejabat

keberatan melalui surat pc

surat kebefatan.

tidak

yang dit

uasannya.
memenuhi persyaratan sebagaimana
dan ayat (2) tidak dianggap sebagai
tidak dipertimbangkan.

keberatan yang diberikan oleh Bupati
unjuk atau tanda pengiriman surat

)s tercatat sebagai tanda bukti penerimaan

Pasal 25

(1) Bupati harus mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan

dalam Jangka waktu pali
tanggal surat permohonan

Pasal 22 ayat (2) diterima.
(2) Apabila | setelah

lewat _

ng lama 12 (dua belas) bulan sejak

keberatan sebagaimana dimaksud dalam

waktu 12 (dua  belas) bulan

sebagazmana dimaksud pada ayat (1), Bupati tidak memberikan

keputusan, permohonan kel

(38) Keputusan Bupati

seluruhnjraff atau sebagian

terutang

atas|

beratan dianggap dikabulkan.

keberatan dapat berupa menerima

atau menambah besarnya pajak yang

(4) Pengajuan kcberatan seba;galmana dimaksud pada ayat (1) tidak

menunda kewapban memba

|

(1) Wajib Pajaﬁ diapat mengajuka
Pajak terhadap Keputusan Ket

in permohonan banding kepada Pengadil
!eratan yang ditetapkan oleh Bupati.

yar pajak.

Bagian Kedua
| Banding

Pasal 26

)




(2) Permohonaﬂ l*i:anding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

secara tertulls dalam Bahasa

jangka wakfu 3 (tiga) bulan|
dengan dllampm salinan dari surat keberatan tersebut.

Indonesia dengan alasan yang jelas dalam

sejak diterimanya keputusan keberatan,

(3) Pengajuan permohonan bandlng sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

rnenangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbxtaq Putusan Banding.

1

' Pasal 27

(1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

(2) Imbalan bun

atau bandlng sebagalmana

| dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan

sebagian atau seluruhnya, keleblhan pembayaran pajak dikembalikan

dengan dltambah imbalan

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

untuk pahng lama 24 (dua puluh empat) bulan.

ga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak

bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

|
i

BAB X

PENGEMBALIAN B;*’LELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan

(2)

(3)

(4)

permohonain pengembalian |

melampirk?:i :

secara tertulis kepada Bupati dengan

a. nama dénf alamat wajib pajak;

b. masa pa_}ak

c. besarnya l keleblhan pembayaran pajak; dan

d. alasan yang jelas.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak

d1ter1manya permohonan pe

ngembalian kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

Apabila jaﬁgka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui,

Bupati tidak memberikan keﬁ)utusan maka permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pa_]ak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
dlterbltkan da_larn jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wa_ub pajak mem‘punya.t utang pajak lainnya, kelebihan

pembayaran pajak sebagannana dimaksud pada ayat (2) langsung

d1perh1tungkan untuk melunasa terlebih dahulu utang pajak dimaksud. yt‘

i
\

/
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(5) Pengembalial*;n kelebihan peiénbayaran pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulah sejak diterbitkannya SKPDLB dengan
menerbltkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembahan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak dikeluarkannya SKPDLB, Pejabat
membcrikaiin imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambétah pembayaran kelebihan pajak.

il ~ Pasal 29
(1) Apabila k¢leb1han pembaya;ran pajak diperhitungkan dengan utang
pajak lalnnya sebagalmana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)

pembayara.n dllakukan dengan cara pemindahbukuan.
(2) Bukti pem}ndahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku

sebagai pemljayaran.

. BABXI
KEDALUWARSA

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan pemagahan pajak menjadi kedaluwarsa setelah
mclampam jangka waktu S5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak
pidana di bldang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertar;gg_uh apabila :
a. diterbi?kan surat teguran dan/atau surat paksa, atau

b. ada pengakuan utang | pajak dari wajib pajak, baik langsung
maupun tidak langsung. | .

(3) Dalam hai diterbitka:f'l Surat Teguran dan Surat Paksa
scbaga.im?an? dimaksud paciia ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal penyiia'mpaian Surat Paksa.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajlb pajak dengan kesadarannya sendiri
mcnyatakan masih mempunyal utang pajak dan  belum
melunasmya kepada Pemenntah Daerah.

(5) Pengalmqn 1ui:ang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penhndaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib ]l
pajak. | | i/




*L

(1) Piutang Pajak yang tldak'

Pasal 31

mungkin ditagih

lagi karena hak

untuk melakukan penagihan shdah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusap Penghapusan Piutang Pajak yang sudah

kedaluwarsa spbagalmana dlmaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan mengenal tata carp penghapusan piutang pajak yang sudah

kedaluwarsg diatur dalam Peraturan Bupati.

INTENSI

|
|
|

'BAB XII

F PEMUNGUTAN

| Pasal 32
(1) OPD yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas

dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian inéentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dllaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pejabat Pegawa_l Negeri Slpﬂ tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi Wewenang khusué sebagai Penyidik untuk melakukan
penyldlkan d1b1dang perpa_]akan daerah, sebagaimana dimaksud dalam

BAB XIII
PENYIDIKAN

. Pasal 33

Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik $el?aga1mana dnnal}csud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipi)il ‘tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat

oleh pejaiba%t yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(3) Wewenang ;iienyidik sebagailha.na dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporale gberkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan

{

daerahf aéar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan

jelas; | |

;f’




b. meneﬁéi ;mencari dan rngengumpulkan keterangan mengenai orang
pnbad1 &tau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubmngan dengan tmdak pidana perpajakan daerah,;

o5 memmta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan

daerah-, -;
d. memerikéa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana dibidang pd}rpaj akan,

e, melakliikén penggcled%ahan untuk mendapatkan bahan
bukti ];éber%nbukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain,
serta me]akukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

3 memin?ta% bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
penyid;ikfﬁn tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

g menylia'ui'tl berhenti dart/ atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan ‘atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memenksa 1dent1ta§s orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa. |

h. memotet seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah;

i memanggﬂ orang untuk didengar keterangannya dan
dipeﬂksd sebagai tersangka atau saksi;

menghentlkan penyldlkan, dan/atau

e
.

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
peny1dgk§1n tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai
dengar;l ﬁeraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik ésébagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainjra]ﬁ penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Fj’erjluntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik ] Irjldonesia, sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara
Pidana. | | '

'BAB XIV
KETENTUAN SANKSI

] Pasal 34
(1) Setiap Wa_ub Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6

(enam) blhlan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima |}

puluh Juta qupxah) !'

{
|

|
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(2) Tindak pldana sebagalmlana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran I

1

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

'Pasal 35
(1) Setiap pe_]abat dilarang membcritahukan kepada pihak lain segala

sesuatu yang d1ketahu1 atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak
dalam rangka jabatan atau peker_]aannya untuk menjalankan peraturan
perundang~undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan 3ebaga1mana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap
tenaga ahili yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam

. pelaksanaaén %pemndang—undaaﬁmgan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikafmjfdari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adélah :
a. pejabat dan/ atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi

ahli dalam sidang pengadi]éan; atau

b. pejabat | cian /atau tenaéa ahli yang ditetapkan oleh Bupati
untuk membenkan keteramgan kepada pejabat Lembaga Negara atau
1nstan31 Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam

bidang keuangan daerah. ;
(4) Untuk kepentmgan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis
kepada pejabat scbagaunané dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
. sebagalmana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
mempcrhhatkan bukti tertuhs dari atau tentang wajib pajak kepada
pihak yang dﬁtunjuk '
(5) Untuk kepentlngan pemenksaan di Pengadilan dalam perkara pidana
atau perdata, atas permmthan hakim sesuai dengan Hukum Acara
Pidana dan Hukum Acara Pbrdata Bupati dapat memberi izin tertulis
kepada pe]abat sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagalmana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan
memperhhatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang a b‘
padanya.




KETEN

J
e
il

{
|

Peraturan Daer&h 1n1 mulai berlaku

Agar setiap orang mengetahuinya,

BAB XVI
TUAN PENUTUP

Pasal 36

pada tanggal diundangkan

, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bombana.
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